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Dalam beberapa tahun terakhir semakin diakui perlunya memantau tren upah dan menerapkan
kebijakan pengupahan berkelanjutan guna mencegah stagnasi upah, meningkatkan tingkat
upah bagi jutaan pekerja miskin di seluruh dunia, memastikan distribusi yang adil, mengurangi
upah berlebihan dan ketimpangan pendapatan, serta memperkuat konsumsi sebagai pilar
utama perekonomian berkelanjutan.

Bagian I Laporan Upah Global tahun ini menunjukkan bahwa setelah krisis keuangan tahun
2008-09, pertumbuhan upah riil global mulai pulih pada 2010, namun melambat sejak tahun
2012, turun dari 2,5 persen menjadi 1,7 persen pada 2015, yang merupakan tingkat terendah
dalam empat tahun ini. Apabila Cina, di mana pertumbuhan upahnya meningkat lebih cepat
dibandingkan negara lain, tidak termasuk, pertumbuhan upah riil turun dari 1,6 persen pada
2012 menjadi 0,9 persen pada 2015.

Pada sebagian besar periode pasca krisis, pertumbuhan upah global sebagian besar didorong
oleh pertumbuhan upah yang relatif kuat di negara-negara ckonomi baru dan berkembang
di Asia dan Pasifik, terutama di Cina, serta di sejumlah negara dan kawasan berkembang lain.
Setelah itu, tren ini mulai melamban atau berbalik. Di antara negara-negara ekonomi baru dan
berkembang G20, pertumbuhan upah riil turun dari 6,6 persen pada 2012 menjadi 2,5 persen
pada 2015. Melihat pertumbuhan upah regional, laporan ini memperlihatkan bahwa pada 2015
pertumbuhan upah r1iil tetap pada angka 4,0 persen yang terbilang relatif kuat di Asia, turun
menjadi 3,4 persen di Asia Tengah dan Barat, dan secara tentatif diperkirakan pada angka 2,1
persen di negara-negara Arab dan 2,0 persen di Afrika. Pada 2015, upah riil turun sebesar 1,3
persen di Amerika Latin dan Karibia (terutama diakibatkan menurunnya upah di Brasil), dan
sebesar 5,2 persen di Eropa Timur (terutama diakibatkan menurunnya upah di Federasi Rusia
dan Ukraina).

Sebaliknya, pertumbuhan upah meningkat di negara-negara maju. Di antara negara-negara
G20 yang maju, pertumbuhan upah riil meningkat dari 0,2 persen pada 2012 menjadi 1,7
persen pada 2015, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2015, pertumbuhan
upah riil meningkat menjadi 2,2 persen di Amerika Serikat, 1,5 persen di Eropa Utara, Selatan
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dan Barat, dan 1,9 persen di negara-negara Uni Eropa (UE). Pertumbuhan upah yang lebih
cepat yang terjadi di Amerika Serikat dan Jerman menjelaskan satu bagian penting dari tren ini.
Masih belum jelas apakah pertumbuhan upah semacam itu akan berlanjut di masa depan atau
apakah negara-negara maju akan kembali pada pola stagnasi upah mereka sebelumnya. Dalam
konteks perekonomian di mana risiko deflasi meningkat di banyak negara, penurunan upah
bisa dengan sendirinya menjadi faktor risiko penting, yang berpotensi menimbulkan spiral
deflasi harga upah.

Secara global, pemulihan di Amerika Utara dan beberapa negara Eropa tidak cukup untuk
mengimbangi penurunan di negara-negara ekonomi baru dan berkembang, Semakin kecilnya
perbedaan dalam pertumbuhan upah antara negara maju dan negara berkembang juga
menyiratkan perlambatan dalam proses konvergensi upah antara kedua kelompok negara
tersebut.

Tren dalam upah riil dipengaruhi oleh faktor ekonomi misalnya pertumbuhan pendapatan
domestik bruto (PDB) dan inflasi harga, namun faktor-faktor lain juga ikut berperan. Saat
ini terdapat banyak literatur yang menunjukkan bahwa di sebagian besar negara di seluruh
dunia pertumbuhan upah dalam beberapa dasawarsa terakhir tertinggal dari pertumbuhan
produktivitas tenaga kerja, yang mengarah pada penurunan proporsi tenaga kerja dari PDB.
Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi sejumlah faktor yang meliputi globalisasi, teknologi
berbias keterampilan, melemahnya institusi pasar tenaga kerja dan meningkatnya tekanan dari
pasar keuangan untuk menggeser surplus yang dihasilkan oleh bisnis besar terhadap investor.
Laporan tahun ini menunjukkan bahwa, setelah beberapa gerakan kontra-siklus menaik
yang telah diperkirakan dalam proporsi tenaga kerja di banyak negara selama tahun 2007-
10, proporsi tenaga kerja di sebagian kecil negara kembali melanjutkan penurunan jangka
panjangnya selama tahun 2010-15. Meski tidak terjadi di Cina, Jerman dan Amerika Serikat,
namun di negara-negara ini, proporsi tenaga kerja masih jauh di bawah tingkat puncaknya.

Upah rata-rata tidak mengisahkan bagaimana upah didistribusikan di antara berbagai kelompok
penerima upah. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa selama beberapa dasawarsa terakhir
ketimpangan upah meningkat di banyak negara di seluruh dunia. Mengingat sejumlah tingkat
ketimpangan mencerminkan perbedaan karakteristik individual dan produktivitas pekerja,
semakin banyak kekhawatiran yang disuarakan mengenai dampak sosial dan ekonomi yang
merugikan dari ketimpangan yang berlebihan. Laporan ini menyoroti korelasi yang sering
terjadi antara ketimpangan upah, ketimpangan pendapatan rumah tangga dan penurunan
proporsi tenaga ketja.

Pada tahun-tahun terakhir, banyak negara mengadopsi atau memperkuat upah minimum,
sebagai salah satu cara untuk mendukung pekerja berupah rendah dan mengurangi ketimpangan
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upah. Bukti terakhir menunjukkan bahwa, bila ditetapkan pada tingkat yang memadai,
upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah — yang banyak di
antaranya adalah perempuan — tanpa adanya dampak negatif signifikan terhadap pekerjaan.
Namun, penetapan upah minimum merupakan tindakan penyeimbang; ia harus berbasis bukti
dan dilakukan dengan konsultasi penuh dengan para mitra sosial dan, jika sesuai, dengan
partisipasi langsung mereka dalam posisi yang setara. Laporan ini memberikan beberapa angka
perbandingan mengenai tingkat upah minimum relatif terhadap upah rata-rata di berbagai
negara.

Di dalam keseluruhan distribusi upah, ada juga kesenjangan antara berbagai kelompok pekerja.
Salah satunya adalah kesenjangan upah berdasarkan gender, relatif kecilnya persentase upah
rata-rata perempuan terhadap upah rata-rata laki-laki. Berbagai penelitian memaparkan bahwa
di sebagian besar negara di mana data tersedia, kesenjangan pada umumnya menyempit dari
waktu ke waktu namun belum sepenuhnya tertutup. Laporan ini memberikan perkiraan
terbaru yang tersedia tentang kesenjangan upah gender per jam untuk berbagai negara, yang
menunjukkan sangat besarnya variasi di seluruh negara, dari kira-kira nol hingga hampir 45
persen.

Ketimpangan upah di suatu negara dapat diukur dengan berbagai cara. Membuat peringkat
semua pekerja berupah di suatu negara menurut urutan upah dari paling bawah hingga atas
dan membaginya ke dalam sepuluh kelompok (desil) atau 100 kelompok (persentil), laporan
ini menunjukkan bahwa di sebagian besar negara upah meningkat secara bertahap di sebagian
besar distribusi upah dan kemudian melonjak tajam untuk 10 persen teratas dan, terutama,
untuk 1 persen pekerja berupah tertinggi. Di Eropa, 10 persen pekerja berupah tertinggi
menerima rata-rata 25,5 persen dari total upah yang dibayarkan kepada semua pekerja di negara
masing-masing, yang hampir sama dengan yang didapatkan oleh 50 persen peketja berupah
terendah (29,1 persen). Meskipun data tersebut tidak benar-benar sebanding, bagian 10 persen
teratas bahkan lebih tinggi di beberapa negara berkembang, misalnya Brasil (35 persen), India
(42,7 persen) dan Afrika Selatan (49,2 persen). Di Afrika Selatan dan India, 50 persen pekerja
berupah terendah hanya mendapatkan 11,9 persen dan 17,1 persen dari semua upah yang
dibayarkan.
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Laporan ini menunjukkan bahwa upah dan ketimpangan upah tidak ditentukan hanya oleh
karakteristik individu terkait dengan keterampilan (misalnya tingkat pendidikan, usia atau lama
bekerja), tetapi sejumlah faktor lain juga memainkan peran penting. Ini meliputi, misalnya
jenis kelamin, ukuran perusahaan, jenis kontrak dan sektor tempat pekerja bekerja. Statistik
deskriptif untuk sampel negara maju maupun negara berkembang mendokumentasikan
bahwa gelar universitas tidak serta merta menjamin pekerjaan berupah tinggi; bahwa sektor
perumahan dan keuangan terlalu banyak diisi oleh pekerja dengan upah tertinggi; dan bahwa
proporsi perempuan terus menurun saat bergerak menuju desil berupah lebih tinggi. Di
Eropa, misalnya, perempuan mengisi rata-rata 50-60 persen pekerja di tiga desil berupah paling
rendah; bagian ini turun menjadi sekitar 35 persen di antara 10 persen pekerja dengan upah
terbaik, dan selanjutnya 20 persen di antara 1 persen pekerja berupah tertinggi. Di beberapa
negara ekonomi baru dan berkembang, perbedaan ini bahkan lebih besar lagi. Laporan ini
juga memuat sebuah model standar yang berusaha menjelaskan upah berdasarkan karakteristik
individual terkait keterampilan, misalnya tingkat pendidikan, usia dan lama bekerja, namun
model ini tidak mampu menjelaskan satu bagian substantif variasi upah yang teramati.
Memang, ada perbedaan besar — terkadang sangat besar — antara upah aktual individu dan
upah yang diprediksi oleh karakteristik individual terkait keterampilan.

Ketidakmampuan argumen klasik terkait keterampilan untuk menjelaskan satu bagian substantif
variasi upah yang teramati memicu ketertarikan terhadap tempat kerja sebagai faktor penentu
ketimpangan upah. Literatur terbaru menunjukkan bahwa meningkatnya ketimpangan antar
perusahaan (yang diukur dengan perbedaan upah rata-rata antar perusahaan) berperan penting
dalam peningkatan ketimpangan upah Amerika Serikat antara tahun 1981 dan 2013, dan juga
penurunan dalam ketimpangan upah Brasil antara tahun 1996 dan 2012. Di Amerika Serikat,
semakin tingginya ketimpangan antar perusahaan dikaitkan terutama dengan meningkatnya
polarisasi, yaitu dengan pengelompokan pekerja berketerampilan tinggi di sejumlah
perusahaan dan pengelompokan pekerja berketerampilan rendah di beberapa perusahaan lain,
yang sejalan dengan tren yang mengarah kepada restrukturisasi dan pengalihdayaan kegiatan-
kegiatan periferal kepada subkontraktor atau pewaralaba. Di Brasil, sebagian besar penurunan
ketimpangan antar perusahaan dikaitkan dengan semakin tingginya upah minimum.

Laporan kami menunjukkan bahwa di banyak negara memang ada keterkaitan antara tingkat
ketimpangan upah antar individu yang rendah dan tingkat ketimpangan upah antar perusahaan
yang rendah (misalnya di Swedia atau Norwegia), atau tingkat yang lebih tinggi dari kedua
jenis ketimpangan tersebut (misalnya di Inggris atau Rumania), meskipun di beberapa negara
terdapat perbedaan besar antara kedua jenis ketimpangan tersebut. Ketimpangan antar
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perusahaan cenderung lebih besar di negara berkembang dibandingkan di negara maju.
Sementara di negara maju upah rata-rata berada di 10 persen perusahaan teratas cenderung
dua hingga lima kali lebih tinggi dibandingkan upah rata-rata di 10 persen terbawah, rasio ini
naik ke angka delapan di Vietnam dan bahkan 12 di Afrika Selatan. Kami juga memperlihatkan
bahwa Norwegia memiliki proporsi tinggi perusahaan yang membayar upah rata-rata di
tengah-tengah, dibandingkan dengan Inggris, yang memiliki proporsi lebih tinggi perusahaan
dengan upah rata-rata rendah atau tinggi. Mencerminkan perbedaan struktural, negara-negara
berkembang cenderung memiliki kesenjangan besar antara mayoritas perusahaan dengan upah
rendah dan menengah, dan minoritas perusahaan dengan upah rata-rata yang jauh lebih tinggi.

Meskipun ketimpangan antar perusahaan berperan penting dalam tren upah saat ini, namun
tidak selalu menjadi kontributor terbesar terhadap ketimpangan upah. Sebelumnya telah
didokumentasikan bahwa di Amerika Serikat, proporsi yang lebih besar dalam ketimpangan
upah total dapat dikaitkan dengan ketimpangan di dalam perusahaan alih-alih ketimpangan
antar perusahaan. Dan, meskipun yang terakhir ini bertanggungjawab atas banyaknya kenaikan
ketimpangan upah baru-baru ini, di kalangan pekerja “perusahaan mega” yang mempekerjakan
lebih dari 10.000 pekerja kedua jenis ketimpangan tersebut meningkat pesat, dengan besaran
yang kira-kira sama.

Di Eropa pada 2010, ketimpangan upah di dalam perusahaan mencakup hampir separuh
dari total ketimpangan upah. Dengan membuat peringkat perusahaan menurut upah rata-
rata dan melihat upah minimum dan maksimum yang mereka bayarkan, laporan kami
mendokumentasikan bahwa di Eropa ada ketimpangan upah yang cukup besar, terutama di
dalam perusahaan yang mendaftarkan upah rata-rata yang relatif tinggi. Ketika membandingkan
upah perorangan dengan upah rata-rata perusahaan tempat mereka bekerja, kami menemukan
bahwa sebagian besar orang (sekitar 80 persen) dibayar di bawah upah rata-rata. Di ujung
kurva paling rendah, sebagian pekerja memperoleh upah di bawah upah rata-rata perusahaan
tempat mereka bekerja, yang menunjukkan ketimpangan besar di dalam perusahaan semacam
itu sebagai penyebab upah yang terlalu rendah. Di ujung kurva paling atas, 0,1 persen individu
teratas dibayar €211 per jam, sementara perusahaan tempat mereka bekerja membayar rata-rata
€45 per jam. Dalam laporan ini kami mengilustrasikan melalui grafik bagaimana pembayaran
upah yang sangat tinggi oleh sedikit perusahaan kepada sedikit individu mengarah kepada
“piramida” upah yang didistribusikan dengan sangat tidak seimbang, yang menyoroti tingkat
dan kadar ketimpangan upah tidak hanya antar perusahaan tetapi juga di dalam perusahaan.
Meskipun ada keinginan untuk melakukan analisis ini baik untuk negara maju maupun negara
berkembang, dalam praktiknya hanya ada sedikit “kecocokan” rangkaian data (yaitu rangkaian
data yang memiliki informasi tentang pekerja dan juga perusahaan tempat mereka bekerja)
yang tersedia untuk kelompok yang terakhir tersebut.
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Dalam laporan kami, kami juga menghitung kesenjangan upah gender, dengan menggunakan
“kecocokan” data untuk Eropa. Kami menemukan bahwa kesenjangan upah berdasarkan
gender menurun dari tahun 2002 hingga 2010 namun tetap positif — dan lebih tinggi di bagian
atas distribusi dibandingkan di bagian bawah atau tengahnya — di sebagian besar negara Eropa.
Sementara keseluruhan kesenjangan upah berdasarkan gender per jam untuk Eropa adalah
sekitar 20 persen, dalam 1 persen penerima upah teratas kesenjangan tersebut mencapai sekitar
45 persen. Di antara para CEQO, yang termasuk di antara 1 persen penerima upah terbaik,
kesenjangan upah berdasarkan gender adalah di atas 50 persen. Kesenjangan upah berdasarkan
gender terjadi secara lebih luas di perusahaan yang membayar upah rata-rata lebih tinggi. Di
1 persen perusahaan dengan upah rata-rata tertinggei di Eropa, kesenjangan upah berdasarkan
gender mencapal hampir 50 persen. Laporan ini juga menunjukkan bahwa kesenjangan upah
berdasarkan gender sudah terjadi di awal usia kerja tetapi meningkat secara substansial bagi
peketja berusia di atas 40 tahun.

Stagnannya upah rata-rata dan menurunnya proporsi tenaga kerja bisa memiliki dampak sosial
dan ekonomi. Di sisi sosial, tidak terhubungnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan
upah berarti pekerja dan keluarga mereka tidak merasa menerima bagian yang adil dari buah
kemajuan ekonomi, yang memicu rasa frustrasi. Di sisi ekonomi, rendahnya pertumbuhan upah
memperkecil konsumsi rumah tangga, yang dapat mengurangi permintaan agregat, terutama
bila upah mengalami stagnasi di banyak ekonomi besar pada saat bersamaan. Dalam hal ini,
pertumbuhan upah yang lebih tinggi yang terlihat pada 2015 di berbagai negara memiliki
dampak ekonomi positif di luar batas wilayah mereka. Bila secara ekonomi memungkinkan,
pertumbuhan upah yang lebih tinggi harus dipertahankan atau didorong lebih jauh. Ini tidak
mungkin terjadi di setiap negara, karena di beberapa negara, pertumbuhan upah yang lebih
tinggi dapat meningkatkan biaya tenaga kerja yang tidak menyulitkan dan berkelanjutan bagi
perusahaan dan lapangan pekerjaan, dan dapat menyebabkan penurunan sangat besar dalam
ekspor dan investasi. Karena itu diperlukan pendekatan spesifik sesuai dengan kondisi negara.

Edist Laporan Upah Global sebelumnya menyerukan adanya koordinasi kebijakan tingkat global
untuk menghindari upaya simultan dari terlalu banyak negara untuk menerapkan kebijakan
moderasi upah, atau penurunan upah kompetitif dengan tujuan meningkatkan ekspor, yang
salah satu dari keduanya dapat berakibat pada penurunan permintaan agregat atau deflasi
regional atau global. Dalam hal ini, dimasukkannya kebijakan upah ke dalam agenda pertemuan
G20 batru-baru ini merupakan sebuah perkembangan positif. Pada 2016, G20 menyerukan
penerapan kebijakan ekonomi makro untuk mencapai pertumbuhan upah dan produktivitas
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yang substansial, dan untuk prinsip-prinsip kebijakan upah berkelanjutan di mana penguatan
institusi dan kebijakan pasar tenaga kerja — misalnya upah minimum dan perundingan bersama
— bisa membantu kenaikan upah untuk lebih mencerminkan peningkatan pertumbuhan
produktivitas.

Tindakan besar dan ambisius diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang memastikan
pertumbuhan upah yang berkelanjutan dan proporsi yang adil dari buah kemajuan untuk
semua pada setiap tingkatan. Respons kebijakan ini perlu mempertimbangkan tren jangka
panjang serta perkembangan terkini. Yang terpenting, respons kebijakan yang memadai harus
memperhatikan faktor-faktor spesifik yang mendorong perkembangan upah dan ketimpangan
upah ke arah yang positif atau negatif. Karena itu, kebijakan nasional harus didasarkan pada
pola dan pendorong di masing-masing ekonomi, seraya menyadari bahwa banyak tren memiliki
dampak luas di seluruh negara yang berada pada tingkat perkembangan yang sama.

¢  Upahminimum danperundingan bersama. Upah minimum dan perundingan bersama
memiliki potensi untuk secara simultan mengurangi ketimpangan antar dan di dalam
perusahaan. Namun perbedaan cara penyelenggaraan perundingan bersama memiliki
dampak berbeda. Bila perundingan bersama berlangsung di tingkat nasional, industri
dan/atau cabang dalam multi-perusahaan dengan berkoordinasi di berbagai tingkatan,
maka proporsi pekerja yang lebih besar akan tercakup dan ketimpangan kemungkinan
akan berkurang baik di dalam maupun antar perusahaan. Perluasan perjanjian kerja
bersama oleh pemerintah kepada semua pekerja di sektor atau negara tertentu dapat
semakin memperkuat dampak ini. Bila sistem perundingan bersama bersifat sempit,
berlangsung di tingkat perusahaan atau tempat kerja, maka dampaknya akan terbatas
pada ketimpangan upah di dalam perusahaan bersangkutan. ILO memiliki standar
ketenagakerjaan internasional mengenai perundingan bersama dan upah minimum, dan
baru-baru ini menerbitkan panduan kebijakan mengenai kedua topik tersebut, yang juga
mempetlihatkan upah minimum dan perundingan bersama sebagai alat kebijakan yang
saling melengkapi.

¢ Prakarsabarudaripengusahadan pekerjauntuk mengurangiketimpangan melalui
perundingan bersama. Proposal dan prakarsa baru telah diajukan dalam beberapa tahun
terakhir untuk mengatasi terus membesarnya ketimpangan antar perusahaan, terutama
antara pembeli dan subkontraktornya, yang bertujuan untuk memastikan dimasukkannya
semua bagian rantai pasokan dalam perjanjian kerja bersama. Di tingkat internasional,
beberapa perusahaan telah menyoroti kesulitan menaikkan upah di tingkat perusahaan
di lingkungan yang kompetitif di mana pembeli bisa berbelanja dengan harga terendah.
Satu langkah menarik dalam hal ini adalah keputusan beberapa merek global besar untuk
memulai sebuah prakarsa bersama dengan produsen dan serikat pekerja guna mendorong
perundingan bersama multi-pengusaha di tingkat industri di negara-negara penghasil
garmen.'

1 Lihat ACT initiative di http://www.ethicaltrade.org/act-initiative-living-wages.
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Upah tertinggi: Peraturan perusahaan sendiri atau peraturan lebih Iluas?
Mengingat besarnya ketimpangan upah di dalam perusahaan yang terdokumentasikan
di dalam laporan ini, jelas bahwa perusahaan memiliki peran dalam mengatur dirinya
sendiri untuk mempertahankan ketimpangan upah di dalam batas-batas yang dapat
diterima secara sosial. Banyak CEO secara efektif menentukan gaji mereka sendiri, dan
para pemegang saham seringkali tidak dapat memastikan pengupahan eksekutif yang adil
sesuai dengan nilai sosial atau bahkan dengan kinerja perusahaan. ILO menilai bahwa
“perusahaan yang berkelanjutan terlibat dalam dialog sosial dan hubungan industrial yang
baik, misalnya perundingan bersama dan informasi, konsultasi dan partisipasi pekerja.
Ini merupakan instrumen yang efektif untuk menciptakan situasi menang-menang
karena mempromosikan nilai bersama, kepercayaan dan kerja sama, serta perilaku yang
bertanggungjawab secara sosial” (ILO, 2007, hlm. 5). Prakarsa-prakarsa untuk meregulasi
upah tertinggi di masa lalu difokuskan pada transparansi pengupahan dan pada “kata
pemegang saham tentang upah”. Saat ini ada pertanyaan apakah diperlukan peraturan-
peraturan lain untuk menghentikan pemberian paket kompensasi berdasarkan nilai
pemegang saham jangka pendek dibandingkan pada kinerja perusahaan jangka panjang,

Pertumbuhan produktivitas untuk perusahaan berkelanjutan. Mengingat bahwa
perbedaan upah rata-rata antar perusahaan merupakan faktor penentu penting dalam
ketimpangan upah secarakeseluruhan, mendorong pertumbuhan produktivitas dikalangan
perusahaan yang berkelanjutan secara simultan dapat mewujudkan upah rata-rata lebih
tinggi dan mengurangi ketimpangan upah secara bersamaan. Tidak perlu ada pertukaran
antara pertumbuhan dan ketimpangan. Namun jika ketimpangan yang berkembang antar
perusahaan adalah karena polarisasi dan alih daya, mungkin hanya ada sedikit ruang
untuk meningkatkan produktivitas pada segmen bernilai tambah rendah. Secara umum,
Kesimpulan 11O tabun 2007 tentang pengembangan perusahaan berkelanjutan menyebutkan
bahwa ketimpangan dan diskriminasi itu tidak sesuai dengan pengembangan perusahaan
berkelanjutan, dan menekankan pentingnya lingkungan yang kondusif bagi penciptaan
dan pertumbuhan atau transformasi perusahaan secara berkelanjutan. Lingkungan yang
kondusif semacam itu memadukan pencarian laba yang sah, yang merupakan salah satu
pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan kebutuhan akan pembangunan yang
menghormati martabat manusia, kelestarian lingkungan dan pekerjaan yang layak.

Mengatasi ketimpangan upah antar kelompok pekerja, termasuk perempuan
dan laki-laki. Lembaga pasar tenaga kerja dan kebijakan upah akan benar-benar
efektif dalam mengurangi ketimpangan hanya jika mereka memasukkan dan melindungi
kelompok-kelompok rentan, tidak beruntung atau terdiskriminasi. Kesenjangan upah
berdasarkan gender — perbedaan upah rata-rata antara laki-laki dan perempuan — tetap
menjadi perhatian global. Laporan ini menyoroti fakta bahwa meskipun kesenjangan
upah berdasarkan gender ditemukan di semua jenis perusahaan, kesenjangan semacam
itu sangat besar terjadi di kalangan perusahaan yang memiliki upah rata-rata tinggi. Ini
menunjukkan bahwa evaluasi pekerjaan di tingkat perusahaan tetap menjadi pelengkap
penting bagi peraturan perundang-undangan yang menjamin hak atas kesetaraan upah
untuk pekerjaan bernilai sama, penegakkan hak ini secara efektif oleh pemerintah,
dan akses efektif terhadap peradilan bagi pekerja untuk mengklaim hak ini. Langkah-



Ringkasan Eksekutif Laporan Upah Global 2016/17 11

langkah untuk menjaga upah CEO tetap dalam batas-batas tertentu juga cenderung
mempersempit melebarnya kesenjangan upah antara CEO laki-laki dan perempuan yang
terdokumentasikan di dalam laporan ini.

Langkah-langkah yang dibahas di atas tentu saja bukanlah kisah lengkap tentang bagaimana
ketimpangan dapat dikurangi. Dalam hal ini perlu diingat bahwa Laporan Upab Global diterbitkan
setiap dua tahun dan bahwa edisi sebelumnya mengkaji hubungan antara upah, pendapatan
rumah tangga dan ketimpangan yang lebih luas, yang mengusulkan sejumlah langkah kebijakan
lain untuk mengurangi ketimpangan.

Kebijakan fiskal, dalam bentuk pajak dan bantuan langsung, untuk mengatasi upah
dan ketimpangan. Di banyak ekonomi maju sistem perpajakan semakin kurang progresif
dalam beberapa tahun terakhir, yang memperkuat ketimpangan yang muncul di pasar tenaga
kerja. Reformasi yang menangani penghindaran pajak oleh perusahaan dan perorangan dan
menawarkan keringanan pajak yang ditargetkan untuk rumah tangga berpendapatan rendah
dapat memulihkan sebagian progresivitas yang hilang dalam sistem perpajakan. Perpajakan
yang lebih tajam dan progresif juga memberikan sumbangsih pada penurunan upah eksekutif
dan mengurangi insentif bagi CEO untuk menuntut kompensasi yang lebih tinggi. Yang
juga penting adalah kebijakan fiskal yang menangani ketimpangan melalui bantuan langsung
di mana pembayaran dilakukan kepada rumah tangga berpendapatan rendah, baik secara
langsung, atau tunai, atau dalam bentuk kesempatan kerja publik atau jaminan kerja, atau
makanan bersubsidi. Meski banyak negara telah memperluas sistem perlindungan sosialnya,
sebagian besar penduduk dunia masih tetap tidak memiliki asuransi kesehatan dan tunjangan
hari tua, dan proporsi yang lebih besar lagi hidup tanpa tunjangan dan perlindungan anak dan
keluarga saat menghadapi pengangguran, disabilitas, cedera kerja atau persalinan (ILO, 2014b).

Kebijakan yang mempengaruhi upah dan distribusi upah secara tidak langsung
sebagai elemen penting dati sebuah respons komprehensif. Ini meliputi akses terhadap
pendidikan berkualitas, program berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan kerja, dan
pencocokan yang lebih baik antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Ini juga mencakup
kebijakan untuk menangani perbedaan upah yang seringkali terjadi pada pekerja yang beketja
dalam bentuk-bentuk pekerjaan tidak standar (terutama pekerja sementara dan pekerja lembaga
sementara), yang terus meningkat di banyak negara industri dan cenderung tumbuh di negara-
negara berkembang di segmen pasar tenaga kerja yang sebelumnya terkait dengan pekerjaan
standar. Langkah-langkah yang akan diadopsi harus berusaha memperluas perlindungan yang
dinikmati oleh pekerja dalam pengaturan “standar’ kepada pekerja yang bekerja dalam bentuk-
bentuk pekerjaan tidak standar dan juga lebih menyelaraskan perlindungan yang tersedia
melalui berbagai pengaturan pekerjaan. Ini akan membawa pada penerapan prinsip persamaan
perlakuan antar pekerja, yang menghindari diskriminasi berdasarkan status pekerjaan serta
mengurangi diskriminasi gender secara tidak langsung dan memastikan bahwa pekerjaan tidak
standar tidak digunakan semata-mata untuk tujuan menurunkan biaya tenaga kerja dengan
menawarkan upah dan kondisi kerja yang lebih buruk kepada kelompok pekerja tertentu (ILO,
2016b).



